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ABSTRAK


Judul Skripsi:	ANALISA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEREKRUTAN TENAGA KERJA ANAK SEBAGAI TINDAKAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (Studi Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/PN.Sby)

Nama / NPM :  Riska Okvia Anggraini /1607350169

Kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu: perdagangan orang (trafficking in person), yang secara tertutup dan bergerak diluar hukum.Dampak yaag dialami para korban perdagangan manusia beragam, umumnya masuk dalam jaringan prostitusi (PSK atau Pekerja Seks Komersil), eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan angka perdagangan orang dari tahun ke tahun. Permasalahannya adalah bagaimanamembuktikan pengrekrutan tenaga kerja sebagai tindakan eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan faktor penyebabnya? Dan bagaimanakahputusan pidana dalam Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/PN.Sby yang memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah benar secara hukum? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulannya adalah sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum dalam Pasal 183, dari rumusan Pasal 183 KUHAP ini, terlihat bahwa pembuktian harus di dasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, di sertai dengan keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-alat bukti tersebut. Pertimbangan Hakim terhadap putusan pidana dalam Putusan Nomor 937/Pid.B/2008/Pn.Sby yang memutuskan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah benar dan sesuai secara hukum dan adil sesuai dengan undang-undang yang terkait.
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